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Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Delik 
Pers Oleh Wartawan (Studi Kasus Putusan Nomor 208/Pid.B/2015/PN.Mtw)” ini 
adalah hasil dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab 
pertanyaan tentang:  bagaimana pertimbangan hakim  terhadap putusan Nomor: 
208/Pid.B/2015/PN.Mtw tentang delik pers yang dilakukan oleh wartawan 
wartawan yang melanggar delik pers dan KUHP? Dan bagaimana analisis hukum 
pidana Islam terhadap putusan Nomor: 208/Pid.B/2015/PN.Mtw terhadap 
wartawan yang melanggar delik pers dan KUHP?. 
Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi, selanjutnya 
diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu 
menggambarkan atau menjelaskan kronologi kasus yang telah terjadi terlebih 
dahulu, kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama dalam putusan Nomor 
208/Pid.B/2015/PN.Mtw, hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh menjatuhkan 
pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap terdakwa Kinkin Mutaqin 
berdasarkan Pasal 317 ayat (1) KUHP karena unsur-unsur tindak pidana mengadu 
secara memfitnah di dalamnya telah terpenuhi. Pasal ini bersifat alternatif, yaitu 
apabila salah satu dari sub unsur telah terbukti, maka perbuatan terdakwa dapat 
dinyatakan  bersalah;  kedua,  Pertimbangan  hakim     dalam  putusan  Nomor: 
208/Pid.B/2015/PN.Mtw  tersebut  telah    sesuai  dengan  hukum  pidana  Islam, 
karena termasuk ke dalam jarimah ta’zir  yang hukumannya ditentukan oleh 
hakim.    Dalam  hal  ini,  yang  dilukai  adalah  perasaan  bukan  anggota  badan, 
sehingga tidak bisa dikenai hukuman hadd dan qişaş 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: pertama, dibutuhkan pengaturan 
hukum yang tegas dan jelas mengenai delik pers sehingga tidak terjadi dualisme 
sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pers; kedua diperlukan 
kehati-hatian dari pihak Redaksi untuk memilih berita yang naik cetak untuk 
menghindari terjadinya konflik hukum, ketiga; sebaiknya masyarakat lebih kritis 
lagi  dalam  menyikapi  pemberitaan-pemberitaan  yang muncul  terkait  konflik 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia kini sedang memasuki era baru, era demokrasi. Pers 
dan media masa muncul bak jamur di musim hujan. Seringkali 
melihat ada berita yang tidak akurat atau tidak berimbang. Masih 
banyak terjadi kelemahan profisionalisme dari pekerja pers. Masih 
cukup banyak pers yanag melanggar Kode Etik Jurnalistik.
1
 
Dalam pengelolaan pers tanah air, sesungguhnya ada aturan 
main yang menjadi acuan bagi setiap wartawan, yaitu Kode Etik 
Jurnalistik. Pedoman yang dimuat dalam Kode Etik Jurnalistik secara 
umum memberi arahan kepada wartawan agar senantiasa 
memperhatikan nilai-nilai etika dalam menjalankan profesi 
kewartawanan. Dalam menulis berita misalnya, wartawan dituntut 




 Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: 
II/MPR/1998 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, ditegaskan 
bahwa: 
 ‚Dalam rangka meningkatkan dan memperluas kegiatan 
penerangan di seluruh wilayah pelosok tanah air perlu 
                                                             
1
 Masduki, Kebebasan Pers & Kode Etik Jurnalistik  (Yogyakarta: UII Pers, 2003),  xiii. 
2
 Hamdan Daulay, Jurnalistik dan Kebebasan Pers (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2016),  ix. 



































ditingkatkan pemanfaatan sarana penerangan seperti pers, 
televisi, kantor berita, film, media massa tradisional dan 
lainnya. Dengan demikian pers dalam pembangunan adalah 
merupakan sarana yang penting dan di dalam pemberitaannya 
diharapkan mampu memberikan informasi yang positif bagi 
seluruh rakyat Indonesia‛.3  
 
Sisi hukum merupakan salah satu bagian penting dari pers dan 
kebebasan. Di saat pers berada ditengah masyarakat, terjadilah  
interaksi  antara pers (sebagai lembaga) dengan masyarakat yang 
memanfaatkan keberadaan pers. Dari interaksi inilah secara teknis 
sering kali muncul permasalahan hukum terkait dengan pers. 
Permasalahan muncul akibat pergesekan antara pers dan masyarakat 
dari pemberitaan yang dianggap merugikan masyarakat atau 
golongan tertentu dari pemberitaan yang dinilai tidak benar atau 
merugikan masyarakat. Hal ini menuntut satu penyelesaian yang 
adil dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Fenomena mengenai 
pergesekan tersebut dituangkan dalam bentuk tuntutan hukum oleh 
masyarakat terhadap pers. oleh karenanya, dibutuhkan pers yang 
bertanggung jawab akan segala konsekuensi yang berkaitan dengan 
substansi pemberitaannya. Permasalahan yang timbul dari pers dan 
kebebasan  ini juga  disingung oleh Loebby Loeqman, yang 
menyatakan pers di Indonesia harus memperhatikan dampak yang 
timbul diakibatkan dari pemberitaanya kepada masyarakat, kalau 
pers bebas sekehendak dirinya, dan  tidak  ada  batas apapun, tentu 
                                                             
3
 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  (Jakarta: Sekretaris 
Negara Republik Indonesia, 1998),  22. 



































orang lain akan masuk atau menjadi korban akibat dari 
pemberitaannya ini. Orang lain yang dimaksud, jika dicermati 




Pergesekan antar pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai 
akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan 
tertentu. Hal ini menuntut satu penyelesaian yang adil dan dapat 
diterima oleh pihak terkait. Fenomena mengenai pergesekan 
dimaksud mengemuka dalam bentuk tuntutan hukum masyarakat 
terhadap pers, tindakan main hakim sendiri terhadap wartawan dan 
sebagainya. Kesemuanya itu menunjukkan betapa penting untuk 
menciptakan penyelesaian yang adil ketika terjadi permasalahan 
antara pers dengan masyarakat.
5
 
Untuk memberikan penyelesaian terhadap dampak negatif 
yang muncul akibat pemberitaan pers dibutuhkan peraturan yang  
jelas.  Di  Indonesia peraturan itu sudah diatur didalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun tidak tertulis 
secara jelas, tetapi terdapat beberapa Pasal yang mengatur masalah 
pers. Selain diatur dalam KUHP, peraturan terhadap penyelesaian 
masalah pers juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 40 
Tahun 1999 Tentang Pers. Kedua peraturan ini diharapkan dapat 
                                                             
4
 Indriyanto Seno Adji., Hukum dan Kebebasan Pers  (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1990) ,  
5. 
5
 H. Samsul Wahidin . Hukum Pers (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2005),  4. 



































memberikan penyelesaian kepada pers terhadap dampak dari 
pemberitaanya, dan untuk melindungi masyarakat dari ketidak 
adilan. Contoh pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai pidana 
tersebut yaitu pasal 311 KUHP, bahwa seseorang dapat dipidanakan 
karena fitnah, apabila tersangka/terdakwa gagal tidak berhasil 
dalam pembuktian kebenaran dari tuduhan sedangkan ia 
diperkenankan atau diberikan kesempatan oleh hakim untuk 
membuktikan dari tuduhan tersebut.
6
 
Dalam mengembangkan misi perjuangannya, Para wartawan 
harus konsisten dalam amar ma’ruf (menegakkan kebenaran) dan 
nahi> munkar (mencegah keburukan). Amar ma’ru >f dan nahi> munkar 
diimplementasikan dalam fungsi social control, tanpa mencari-cari 
kesalahan orang atau menebar prasangka. Namun, jika pejabat 
publik yang melakukan penyalahgunaan jabatan atau keliru dalam 
mengambil kebijakan menyangkut kepentingan umum, maka tidak 
ada kompromi. Inilah wujud kepedulian pers terhadap kepentingan 
masyarakat, kepentingan Islam dan umat Islam.
7
 
Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa profesi jurnalistik 
setidaknya mengemban lima misi, yaitu edukasi, informasi, tajdid 
(pembaharu), pemersatu dan perjuangan. Kelima misi ini mirip 
dengan fungsi pers yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor: 
                                                             
6
 Oemar Seno Adji, Perkembangan Delik Pers di Indonesia  (Jakarta: Penerbit Erlangga, 
1990),  37. 
7
 Santing Waspada, Profesi Jurnalistik Perspektif Hukum Islam  (Makasar: Pustaka Al-
Zikra, 2017),  92. 



































40 Tahun 1999 Tentang Pers, yaitu fungsi informasi, pendidikan, 
hiburan, sosial kontrol dan lembaga ekonomi.
8
 
Misalnya bagaimana Islam mengatur tentang masalah 
penghinaan yang jelas-jelas Islam melarangnya. Islam mengharamkan 
perbuatan memfitnah, menggunjing, mengadu domba, memata- matai, 
mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan 
perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan dan 
kemuliaan manusia. Islam pun menghinakan orang-orang yang 
melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang 
pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka kedalam golongan 
orang-orang fasik. Yusuf Qardawi mengemkakan, bahwa Islam 
menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak 




Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 12 : 
                              
                          
                      
 ‚Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, 
karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah 
mencari-cari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu 
sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan 
daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu 
merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. 
                                                             
8
 Ibid., 90. 
9
  Yusuf  Qardhawi, Halal dan Haram (Jakarta: Rabbani Press, 2000), 372. 



































Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 
Penyayang.‛ (QS. Al Hujurat: 12)10 
 
Islam sangat menghormati kehormatan setiap orang dengan 
diharamkannya perbuatan menghina, mencaci, mengolok-olok yang 
dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik sehingga seseorang 
merasa direndahkan kehormatannya di hadapan orang lain. Tindak 
pidana penghinaan dalam hukum pidana Islam  termasuk  jari>mah 
ta’zi>r.11 
Seperti pada sebuah kasus tentang pengaduan fitnah oleh 
wartawan yang terjadi di kabupaten Muara Teweh, Kalimantan 
tengah. Seorang  berinisial FS (selanjutnya disebut pelapor) 
melaporkan seorang laki-laki lain bernama Kinkin Muttakin 
(selanjutnya disebut terdakwa) atas tindakan pengaduan fitnah. Kasus 
bermula saat kinkin ingin mencari berita mengenai pejabat publik di 
Kejaksaan Negeri Muara Teweh. Kinkin awalnya menaruh curiga 
pada salah satu lembaga Negara ini karena jarang ada pemberitaan 
yang memberitakan tentang pejabat kejaksaan. Kinkin menulis dalam 
Koran harian Mura Post bahwa pemberitaan mengenai pejabat 
kejaksaan seakan-akan ada yang ditutup tutupi. Salah satu berita yang 
ditulis kinkin yaitu ‚Bahwasannya mobil dinas yang dipakai oleh 
kepala kejaksaan negeri Murung Raya tidak dicantumkan tahun 
tangga l bayar pajak, apakah pejabat publik seperti ini pantas dibuat 
                                                             
10
  IKAPI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015 ), 517. 
11
 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),  299. 



































contoh oleh masyarakat?‛ dan karena pemberintaan inilah Kepala 
Kejaksaan Negeri Murung Raya merasa namanya telah tercemar dan 
difitnah dan kemudian mengajukan laporan ke polisi. Hakim 
memutuskan terdakwa bersalah secara hukum telah meanggar Pasal 
317 KUHP tentang mengadu secara memfitnah. Dan terdakwa telah 
terbukti memenuhi unsur-unsur dengan sengaja mengajukan 
pengaduan dan pemberitaan palsu kepada penguasa secara tertulis 
maupun tidak tertulis. Yang dalam hal itu terdakwa dituntut 2 tahun 
penjara. 
Mengolok-olok, menyebar pransangka, perguncingan, memata-
matai, mencari-cari kesalahan dan ghi>bah (menceritakan kejelakan-
kejelakan orang lain), jika berkembang ditengah masyarakat, akan 
menimbulkan tragedi kemanusiaan yang sangat dahsyat, sebab selain 
menyebabkan putusnya silaturahmi, juga menyuburkan sikap saling 
curiga, jika tidak terkendali akan mendorong permusuahan. 
12
 
Dengan demikian informasi yang disampaikan para jurnalis 
dengan kata dan kalimat yang ma’ru>f, harus selalu berisi ajakan untuk 
meningkatkan ketakwaan. Itu berarti, beritanya haruslah berisi pesan-
pesan kebenaran  Informasi atau berita yang mengandung pesan-pesan 
kebenaran, tidak hanya mencerminkan kepribadian dan moralitas 
seseorang jurnalis, melainkan juga akan membekas dalam hati atau 
jiwa pembacanya. 
                                                             
12
 Santing Waspada, Profesi Jurnalistik …, 85. 



































B. Identifikasi  dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Dari uraian latar belakang diatas maka teridentifikasi 
beberapa masalah sebagai berikut: 
a. Delik Pers menurut hukum Islam 
b. Penjatuhan  Sanksi terhadap wartawan yang melanggar delik 
Pers dan KUHP. 
c. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara 
tindak pidana delik pers. 
d. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap wartawan yang 
melanggar delik pers dan KUHP. 
2. Batasan Masalah 
Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi 
ruang lingkup permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti yaitu 
seputar : 
a. Dasar hukum hakim memutuskan sanksi terhadap wartawan 
yang melanggar delik pers dan KUHP dalam putusan Nomor: 
208/Pid.B/2015/PN.Mtw?  
b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap wartawan yang 
melanggar delik pers dan KUHP dalam putusan Nomor:  
208/Pid.B/2015/PN.Mtw?  
 



































C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti akan 
merumuskan beberapa rumusan masalah antara lain: 
1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor: 
208/Pid.B/2015/PN.Mtw tentang  delik pers yang dilakukan oleh 
wartawan yang melanggar KUHP dan Undang-undang Pers?  
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan 
Nomor: 208/Pid.B/2015/PN.Mtw tentang wartawan yang 
melanggar delik pers dan KUHP ? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok masalah di atas, penyusun ingin 
mengarahkan kajian penulisan proposal ini pada penulisan yang lebih 
tepat dan sistematis, perlu dirumuskan suatu tujuan jelas, yang 
menjadi latar belakang dan motivasi penyusun dalam  mengkaji dan 
membahas permasalahan di atas. 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini 
adalah: 
1. Mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor: 
208/Pid.B/2015/PN.Mtw tentang tindak pidana delik pers dan 
KUHP yang dilakukan oleh wartawan. 
2. Mengetahui pandangan hukum positif terhadap putusan Nomor: 



































208/Pid.B/2015/PN.Mtw tentang wartawan yang melanggar delik 
pers dan KUHP. 
 
E. Kegunaan Penelitian 
Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberi manfaat, 
kegunaan dan menambah ilmu pengetahuan, dalam penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan minimal dua 
aspek, yaitu: 
1. Aspek Keilmuan (Teoritis) 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pengetahuan serta pemikiran guna menambah 
khazanah ilmu/Hukum terutama dalam delik pers di bidang 
Hukum Pidana Islam/ta'zi>r. 
2. Aspek Terapan (Praktis) 
Dalam hasil ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 
yang komprehensif tentang bagaimana analisis hukum pidana 
Islam terhadap wartawan yang melakukan tindak pidana delik 
pers.  Dan juga diharapkan hasil dari penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi bahan acuan dan informasi hukum bagi penegak 
hukum yang menangani perkara pidana delik pers/pengaduan 
fitnah demi terciptanya kepastian hukum.  
 



































F. Definisi Operasional 
Sebelum membahas permasalahan di dalam skripsi ini. Berikut 
akan diberikan batasan pengertian atas beberapa istilah umum yang 
terkait dengan permasalahan. Batasan ini diharapkan dapat 
menjawab permasalahan yang  terkait dengan skripsi ini terjadi 
persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada, 
diantaranya : 
1. Hukum pidana Islam 
Hukum pidana Islam, dalam skripsi ini merupakan 
terjemahan dari kata jina>yah, yaitu segala ketentuan hukum 
mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan 
oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), 
sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang 
terperinci dari al-Qur'an, Hadist dan Pendapat Ulama. 
13
 
2. Delik Pers 
Delik pers dalam skripsi ini yaitu kejahatan atau pelanggaran 
yang dilakukan melalui pers, yang memuat berita dalam surat 
kabar, buku-buku, majalah-majalah, dan barang-barang cetakan 
lainnya.
14
 Delik pers menjadi bahasan pokok yang akan dianalisis 
oleh peneliti dalam skripsi ini.  
3. Wartawan  
Dalam skripsi ini wartawan merupakan orang yang secara 
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 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),  1. 
14
 Andi Hamzah , Delik-Delik Pers di Indonesia  (Jakarta: Media Sarana Press, 1957),  3. 



































teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
15
 Tugasnya yaitu 
pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, 
pendapat, ulasan, gambar-gambar dan sebagainya dengan jujur dan 
kredibilitas secara jujur dan professional. 
 
G. Metode Penelitian  
Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum. Suatu 
penelitian  hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab 
permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang 
bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan 
kenyataan hukum dalam masyarakat. 
Suatu penelitian dianggap sebagai karya tulis ilmiah apabila di 
dalamnya memuat metodologi. Istilah metodologi dapat dimaknai 
sebagai pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan 
dengan objek studi ilmu pengetahuan yang bersangkutan, atau 
penjelasan tentang tata cara dan langkah yang akan ditempuh untuk 
mencapai suatu tujuan penelitian.
16
 
Sejalan dengan ketentuan di atas, maka penulisan penelitian ini 
perlu dan harus menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
                                                             
15
 Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor: 40 tahun 1999 tentang Pers. 
16
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 19. 



































Penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (library 
research)17, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang 
relevan dengan pokok bahasa mengenai analisis hukum pidana 
Islam terhadap putusan Nomor: 208/Pid.B/2015/PN.Mtw tentang 
delik pers yang dilakukan oleh wartawan yang melanggar KUHP 
dan undang-undang pers. 
2. Data yang dikumpulkan 
Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data 
yang diperlukan adalah data yang terkait dengan sumber data 
primer dan sumber data sekunder yang menjelaskan tentang 
analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor: 
208/Pid.B/2015/PN.Mtw tentang delik pers yang dilakukan oleh 
wartawan yang melanggar KUHP dan undang-undang pers. 
3. Sumber Data 
Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka 
dalam hal sumber penelitian, akan dibagi menjadi 2 (dua)  yaitu : 
a. Sumber data primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang memiliki 
otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan 
perundang-undangan, putusan hakim.
18
 Dalam penelitian ini, 
sumber data primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kota 
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Ammirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004),  25. 
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 Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika,2015), 52.   



































Muara Teweh Nomor: 208/Pid.B/2015/PN.Mtw yang diperoleh 
langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. 
b. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh 
melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap 
sumber primer.
19
 Sumber data sekunder dalam penelitian ini 
diperoleh dari hasil penelitian para ahli, pendapat para ahli 
hukum yang berupa literatur buku yang berhubungan dengan 
masalah tindak pidana penyebaran fitnah dan delik pers, serta 
sumber dari internet dan media massa lainnya, antara lain :  
1) Daulay Hamdan, Jurnalistik dan Kebebasan Pers (Bandung: 
PT. Remaja Rosdakarya, 2016) 
2) Santing Waspada, Profesi Jurnalistik Perspektif Hukum 
Islam (Makasar: Pustaka Al-Zikra, 2017) 
3) Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1976). 
4) Seno Adji Oemar, Perkembangan Delik Pers di Indonesia 
(Jakarta: Penerbit Erlangga, 1990). 
5) Masduki, Kebebasan Pers & Kode Etik Jurnalistik 
(Yogyakarta:UII Pers, 2003). 
6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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 Zainuddin Ali, Metode Penelitian ..., 23.   



































7) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 
Acara Pidana. 
8) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 1999 Tentang Pers. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis 
menggunakan teknik sebagai berikut : 
a. Teknik  dokumentasi20, yaitu teknik mencari data dengan cara 
membaca dan menelaah data dalam hal ini Putusan Pengadilan 
Negeri Muara Teweh  Nomor:  208/Pid.B/2015/PN.Mtw. 
Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang dasar 
hakim tentang putusan kasus tindak pidana delik pers yang 
dilakukan oleh wartawan. 
b. Teknik pustaka21, yaitu teknik menggali data dengan cara 
menelaah buku-buku dan literatur-literatur. Teknik ini 
digunakan untuk memperoleh data teori tentang Tindak Pidana 
delik pers yang dilakukan oleh wartawan. 
5.   Teknik Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses 
mengelola data yang diperoleh kemudian dan diinterpretasikan 
sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode 
pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut. 
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Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2003),  117. 
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a. Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa 
literatur, kemudian memilah-milah dan memisahkan data 
yang akan dibahas. 
b.  Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui relevansi  (hubungan) dan 
keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan 
jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan 
tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai 
dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan. 
c. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis seperti 
peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum pidana, 




d. Conclusing, yaitu melakukan analisis atau tindak lanjut dari 
pengorganisasian data berupa putusan Pengadilan Negeri 
Muara Teweh Nomor: 208/Pid.B/2015/PN.Mtw 
menggunakan dalil hukum Islam serta peraturan perundang-
undangan yang berkaitan untuk memperoleh jawaban atas 
rumusan masalah. 
6. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan 
memecahkan masalah data yang diperoleh. Analisis yang 
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 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek  (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72. 
  



































digunakan yaitu analisis data kualitatif, analisis data kualitatif 
adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 
dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data 
yang berasal dari literatur bacaan. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini akan 
dibagi dalam 5 (lima) bab yang terinci sebagai berikut: 
BAB I: Berisi tentang pendahuluan latar belakang masalah, 
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan masalah, definisi operasional, metode penelitian, teknik 
pengolahan data, dan sistematika penulisan. 
BAB II: Berisikan membahas data tentang pengertian pers, 
fungsi, kewajiban dan hak pers dan pengertian delik pers, Konsep 
ta'zi>r dalam Hukum Pidana Islam. Ta’zi>r  meliputi  pengertian  ta'zi>r, 
Konsep penyiaran berita negatif dalam islam meliputi pengertian 
fitnah dalam Islam, dusta atau  berbohong dan nami>mah, pengaturan 
penyelesaian delik pers yang dilakukan oleh wartawan menurut 
Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 1999 Tentang pers, pertanggung 
jawaban tindak pidana delik pers menurut Undang-Undang Pers dan 



































Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
BAB III: Bab ini membahas tentang dasar hukum dan  
pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 208/Pid.B/2015/PN.Mtw 
tentang tindak pidana dan  Landasan  Hakim Pengadilan Negeri 
Muara Teweh dalam menyelesaikan kasus Tindak Pidana Delik Pers 
Yang Dilakukan oleh Wartawan Dalam Putusan Nomor. 
208/Pid.B/2015/PN.Mtw. 
BAB IV: Analisis merupakan pokok pembahasan, dari seluruh 
pembahasan dalam skripsi ini, oleh karenanya dalam bab ini 
dikemukakan tentang analisis pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan hukuman terhadap wartawan yang melanggar delik 
pers dan KUHP beserta pertanggungjawaban hukum dan 
penyelesaiannya terhadap wartawan yang melanggar delik pers dan 
KUHP, dan analisis hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak 
pidana delik pers oleh wartawan yang melanggar delik pers dan 
KUHP. 










































KONSEP DELIK PERS MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM 
 
A. Pers 
1. Pengertian Pers 
Menurut Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1966 Tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah dirubah oleh 
Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1967 yang dimaksud dengan Pers 
adalah: 
"Lembaga kemasyarakatan dan alat perjuangan Nasional yang 
mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa 
yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu 
terbitnya, dilengkapi dengan alat-alat foto, klise, mesin-mesin 




Berbicara mengenai pers maka tidak akan lepas berbicara 
mengenai kebebasan pers, karena kebebasan pers merupakan bagian 
penting atau ruh hidup matinya pers. Kebebasan pers yang 
bertanggung jawab merupakan prasyarat utama bagi sebuah negara 
dalam memperjuangkan kemajuan bangsa dan rakyatnya, Ini 
menjadi keniscayaan dalam masyarakat yang demokratis. Mengenai 
nilai-nilai kebebasan pers sendiri, hal tersebut telah diakomodir di 
dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang telah diamandemen berbunyi:  
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Andi Hamzah ,Delik-Delik Pers di Indonesia (Jakarta: PT. Media Sarana Press, 1987),  2. 
 



































‚Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 
pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya 
ditetapkan Undang-undang‛.  
 
Kebebasan pers kadang salah dipergunakan karena berita atau 
tayangan yang diekspose media cetak atau elektronik telah 
menyimpang dari koridor hukum, budaya dan agama. Dimana jika 
pemberitaan pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau 
menghina seseorang atau institusi dan tidak mempunyai nilai berita 
(news), dan di dalam pemberitaan tersebut terdapat unsur 
kesengajaan (opzet) sebagai unsur kesalahan (schuld) yang memenuhi 
unsur-unsur tindak pidana.  
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang 
melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik 
dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data 
dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan 
media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. 
24
  
Pers sebagai pekerjaan jurnalistik merupakan proses komunikasi 
rohaniah, suatu kegiatan yang menimbulkan dan membina kesamaan 
nilai-nilai rohaniah antara wartawan sebagai komunikator dan 
khalayak sebagai komunikan. Salam situasi kesamaan rohaniah itu 
wartawan membimbing khalayak kearah yang menjadi misinya. 
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  Pasal 8 Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.  



































Kegiatan rohaniah menjadi kegiatan jasmaniah dalam bentuk 
perilaku, kegiatan atau tindakan tertentu. Yang bermanfaat bagi 
masyarakat, Negara dan kemanusiaan. 
25
 
2. Fungsi, Kewajiban dan Hak Pers 
Pers merupakan alat revolusi media massa yang bersifat aktif, 
dinamis, kreatif, informatoris dan mempunyai fungsi kemasyarakatan 
pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis dan progresif meliputi 




a. Mempertahankan, membela, mendukung dan melaksanakan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan 
konsekwen. 
b. Memperjuangkan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat, 
berlandaskan demokrasi Pancasila. 
c. Memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan 
pers. 
d. Membina persatuan dan kekuatan-kekuatan progresif revolusioner 
dalam perjuangan menentang imperialisme, kolonialisme, 
neokolonialisme, feodalisme, liberalisme, komunisme dan 
fasisme/ditaktur. 
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26  Djoko Prakoso, Perkembangan Delik Pers di Indonesia (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 
1988),  7. 







































Pers merupakan salah satu media pendukung keberhasilan 
pembangunan, dilain pihak, pers banyak turut mengambil manfaat 
dari keberhasilan pembangunan. Keberhasilan dibidang pendidikan, 
peningkatan pendapatan masyarakat dan perluasan fasilitas 
perhubungan darat, laut dan udara. Misalnya sudah jelas besar 
manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan pers.  
Pers sebagai media pendukung keberhasilan pembangunan perlu 
senantiasa menyadari tentang tujuan pembangunan nasional, ialah 
untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, yang 
mementingkan pemerataan materil dan spiritual, berdasarkan 
Pancasila, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Disamping itu, perlu juga menyadari tentang landasan pembangunan 
Nasional yang bertumpu pada pokok pikiran untuk membangun 
manusia Indonesia seutuhnya, dan membangun seluruh masyarakat 
Indonesia. (GBHN Bab II mengenai Dasar Pembangunan Nasional) 
Menurut Keputusan Dewan Pers Nomor: 79/X/1979 dijelaskan 
bahwa pers sebagai lembaga masyarakat yang mempunyai fungsi 
untuk mendukung kemajuan masyarakat lingkungannya, mempunyai 
tugas dan tanggung jawab untuk menyebar luaskan pesan-pesan 
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kemajuan dann keberhasilan pembangunan kepada masyarakat 
pembacanya. 
Didalam Pasal 3 Bab II Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1966 
disebutkan pula tentang hak pers, yang menyebutkan pers 




Selanjutnya, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 
1982 menyatakan: ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor: 11 Tahun 1966 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pers bertugas dan berfungsi: 
a. Melestarikan dan memasyarakatkan Pancasila sebagaimana 
termaktub didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. 
b. Memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat 
berlandaskan Demokrasi Pancasila. 
c. Memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan 
pers yang bertanggung jawab. 
d. Menggelorakan semangat pengabdian perjuangan bangsa, 
memperkokoh persatuan dan kesatuan Nasional, mempertebal 
rasa tanggung jawab dan disiplin Nasional, membantu 
meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa serta menggairahkan 
partisipasi rakyat dalam pembangunan. 
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e. Memperjuangkan terwujudnya tata internasional baru di bidang 
informasi dan komunikasi atas dasar kepentingan nasional dan 
percaya pada kekuatan diri sendiri dalam menjalin kerjasama 
regional, antar-regional daninternasional khususnya bidang pers.
29
 
Di dalam penjelasan pasal 1 angka 5 tersebut menyatakan 
bahwa Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Nomor: IV/MPR/1978) telah menetapkan 
tugas-tugas dan fungsi pers dalam rangka mengsukseskan 
Pembangunan Nasional. Tugas dan kewajiban melestarikan Pancasila 
dilakukan oleh pers dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Nomor: II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan daan 
Pengamalan Pancasila. 
Kemudian Pasal 1 angka 6 dari Undang-Undang No. 21 Tahun 
1982 menyatakan sebagai berikut : pada pasal 2 ditambah ayat (3) 
yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam rangka meningkatkan 
perannya dalam pembangunan, pers berfungsi sebagai penyebar 
informasi yang obyektif, menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan 
komunikasi  dan partisipasi masyarakat serta melakukan control 
social yang konstruktif. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi 
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B. Pengertian Delik Pers 
Kata delik berasal dari bahasa latin yaitu delictum. Delik di 
dalam Wetboek Van Strafbaar (WvS) dikenal dengan istilah Strafbaar 
Feit, sedangkan dalam pembuatan Undang-Undang dikenal dengan 
istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Jerman terlebih dahulu 
mengemukakan arti delict pada Tahun 1950 yang memiliki arti yaitu 
suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si 
pelanggar dan diancam dengan pidana atau undang-undang untuk 




Delik mempunyai sifat melarang atau mengharuskan suatu 
perbuatan tertentu dengan diancam pidana kepada barang siapa yang 
melakukannya. Seperti membahayakan keamanan umum, penghasutan, 




Mr.W.F.C Van Hattun mengkategorikan unsur-unsur delik pers 
yaitu:  
1. Ia harus dilakukan dengan barang cetakan. 
2. Perbuatan yang dipidanakan harus terdiri atas pernyataan pikiran 
atau perasaan. 
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 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana  ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976),  90. 
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3. Dari perumusan delik harus ternyata, bahwa publikasi merupakan 
suatu syarat untuk dapat menimbulkan suatu kejahatan, apabila 
kejahatan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan.
33
 
Ketiga kriteria inilah yang dapat mengangkat suatu delik pers 
menjadi pers, sedangkan apabila ketiga persyaratan ini tidak dipenuhi 
delik tersebut tidak akan mendapat kualifikasi secara juridis sebagai 
suatu delik pers. 
 Di samping itu Oemar Seno Adji, R.Moegono, dalam bukunya 
yang berjudul: Kumpulan Kuliah, Delik Pers, Tindak Pidana Korupsi, 
Tindak Pidana Ekonomi pada Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik 
Indonesia mengambil kesimpulan bahwa delik pers harus memenuhi 
beberapa syarat antara lain: 
1. Perbuatan yang diancam hukuman harus terdiri dari pernyataan 
pikiran dan perasaan orang. 
2. Harus dilakukan dengan barang cetakan (drukspers). 
3. Harus ada publikasi, dan ketiga unsure inilah yang paling 




Dari pengertian delik dan pers diatas, dapat di simpulkan bahwa, 
pengertian delik pers adalah kejahatan atau pelanggaran yang 
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 Oemar Seno Adji , Perkembangan Delik Pers di Indonesia  (Jakarta:  PT. Gelora Aksara 
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dilakukan melalui pers, yang memuat berita dalam surat kabar, buku-




C. Konsep Ta’zi>r Dalam Hukum Pidana Islam 
Ta'zi>r secara etimologi berarti menolak atau mencegah. Secara 
terminologi, ta'zi>r adalah bentuk hukuman yang tidak ditentukan kadar 
hukumannya oleh syara‘ dan menjadi kekuasaan hakim. 
Dalam definisi lain ta'zi>r diartikan sebagai hukuman yang belum 
ditentukan oleh  syara‘ dan untuk penetapan pelaksanaannya 
diserahkan kepada u>lil al-amri (penguasa) sesuai bidangnya. Misalnya, 
untuk penetapan hukuman maka yang berwenang adalah badan 
legislatif (DPR), sedangkan yang berwenang untuk melaksanakan 
(mengadili) adalah pengadilan. 
36
 
Sebagian ulama mengartikan ta'zi>r  sebagai hukuman yang 
berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang 
tidak ditentukan Al-Qur'an dan Hadis. Ta'zi>r berfungsi memberikan 
pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak 
mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai 
hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan 
hukuman hadd dan kaffarat. 
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36  Sahid HM, Pengantar Hukum Pidana Islam ( Surabaya: UINSA Press, 2014), 6.  



































Bentuk dan jenis hukuman ta'zi>r menjadi wewenang penuh 
penguasa sebagai tujuan untuk menghilangkan sifat menganggu 
ketertiban atau kepentingan umum yang bermuara pada kemaslahatan 
umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum yang bersifat labil 
dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan 
hari ini mungkin lain dengan hari esok, demikian pula kemaslahatan di 
suatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu 
seandainya suatu saat kepentingan tersebut sudah tidak penting lagi, 
atau sudah tidak maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti 
sesuatu yang dianggap jari>mah pada suatu waktu atau suatu tempat, 
dianggap bukan jari>mah pada waktu yang lain atau tempat yang 




Hukuman ta'zi>r dilihat dari segi penjatuhannya terbagi dalam 
beberapa tujuan : 
a. Hukuman ta'zi>r sebagai hukuman tambahan atau pelengkap 
hukuman pokok. Hukuman pengasingan selama satu tahun dalam 
kasus pezina ghairu muhsan menurut Mazhab Hanafi merupakan 
contoh bentuk hukuman tambahan, yang mengiringi hukuman 
pokok seratus kali jilid pada jari>mah hudu>d. 
b. Hukuman ta'zi>r sebagai hukuman pengganti hukuman pokok. 
Seperti yang telah diketahui, hukuman pokok pada setiap jari>mah 
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hanya dijatuhkan apabila semua bukti secara meyakinkan dan tanpa 
adanya keraguan sedikitpun mengarah pada perbuatan tersebut. 
Oleh karena itu, apabila bukti-bukti kurang meyakinkan atau 
adanya keraguan menurut penilaian hakim, hukuman pokok 
tersebut tidak boleh dijatuhkan. Kurangnya bukti atau persyaratan 
pada suatu jari>mah hudu>d, mengubah status jari>mah tersebut 
berubah menjadi jari>mah ta'zi>r. Demikian pula adanya keraguan 
atau syubhat dalam proses penanganan jari>mah hudud dapat 
menyebabkan hukuman had tidak dapat dijatuhkan.  
c. Hukuman ta'zi>r  sebagai hukuman pokok jari>mah ta'zi>r syara‘. 
d. Hukuman ta'zi>r sebagai hukuman pokok jari>mah ta'zi>r  penguasa. 
Jari>mah ta'zi>r  ini sering disebut sebagai jari>mah ta'zi>r 
kemaslahatan umum sebab keberadaannya sangat berkaitan erat 
dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu jumlahnya sangat 
banyak. Keberadaannya fluktuatif, berubah-ubah, bisa bertambah 
dan bisa juga berkurang bergantung kepada kepentingan. Ta'zi>r ini 
bersifat kontemporer dan mungkin sektoral, terkait kewilayahan, 
dan tidak berlaku universal. 
Pada dasarnya jari>mah ta'zi>r ini bukanlah sesuatu yang dilarang 
sejak awalnya. Hanya kerena kepentingan umumlah yang menyebabkan 
perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang dilarang pada suatu masa 
atau suatu tempat. Contoh jari>mah ini adalah peraturan lalu lintas yang 
mengharuskan pengendara sepeda motor menggunakan helm. Jika 



































pengendara tidak memakai helm, maka perbuatan tersebut dianggap 
pelanggaran, dan penguasa berhak memberikan sanksi atas pelanggaran 
tersebut.  
 
D. Konsep Penyiaran Berita Negatif Dalam Islam  
Dalam hukum Islam, pencemaran nama baik melalui berita, surat 
kabar atau media internet, merupakan termasuk dalam dosa besar. 
Dikarenakan di dalam Al-Qur’an sendiri sudah menerangkan dalam 
surat Al-Hujurot bahwa Allah akan mengutuk bagi siapa saja yang 
mengolok-olok dan memakan daging saudaranya sendiri. Dalam hukum 
pidana Islam, tindak pidana ini masuk dalam:  
1. Pengertian Fitnah  
Fitnah merupakan kebiasaan seseorang untuk menabur petaka,  
kekacauan, perpecahan, bencana, musibah atau bentuk keburukan 
lainnya yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan 
pada orang lain, dan sama sekali tidak member manfaat dalam 
agama. Misalnya, membujuk orang lain berbuat jahat dengan cara 
mengadu domba, atau menyebar gosip untuk menjatuhkan nama 
baik seseorang. 
Dalam dunia yang kini telah memasuki era informasi, maka 
peran profesi jurnalistik-pers dalam masyarakat sangatlah penting. 
Sama pentingnya dengan peran yang dapat dimainkan oleh para 



































ilmuan, cendikiawan dan para ulama. Perannya dalam mencari, 
memburu, menggali dan mengolah informasi lalu menyebarkannya 
ke tengah-tengah masyarakat luas, merupakan salah satu pilar 
sistem pendidikan misal, pertahanan budaya dan pemberdayaan 
masyarakat melalui penguasaan informasi. Informasi dan teknologi 
informasi kini telah menjadi komoditas penting, bahkan melebihi 




Masyarakat kini sudah semakin canggih. Teknologi media 
informasi dan elektronik saat ini semakin menjamur dan 
berkembang dimana-mana. Ini sangat mempermudah masyarakat 
dalam membantu pekerjaan mereka. Pemerintah juga terbantu 
dengan perkembangan teknologi ini. Tidak sulit bagi pemerintah 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat juga 
dapat mengawasi kinerja pemerintahan melalui media-media yang 
ada, seperti media informasi elektronik maupun media cetak. 
Informasi dan berita-berita terus bermunculan di masyarakat. 
Seiring dengan dibentuknya Undang-Undang Pers Nomor: 40 
Tahun 1999. Para profesi jurnalistik saling berlomba-lomba 
mencari berita untuk di publikasikan kepada masyarakat. 
Persaingan untuk mencuri perhatian masyarakat semakin tinggi. 
Akhirnya timbulah persaingan yang tidak sehat. Tidak banyak dari 
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para jurnalistik ini membuat berita yang tidak sesuai dengan fakta 
yang ada. Seperti infortaiment yang menyajikan berita yang sama 
sekali tidak mendidik. Berita Hoax dan palsu banyak sekali kita 
temukan di internet.  Mereka yang melakukan kegiatan ini tidak 
lain semata-mata hanya ingin mencari popularitas dan supaya 
berita yang dibuatnya, banyak dibaca oleh masyarakat. Inilah yang 
menyebabkan terjadinya delik pers. Masyarakat bahkan pemerintah 
yang merasa terganggu oleh pemberitaan ini dapat melaporkannya 
ke pihak yang berwajib. 
Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurot: 12 
                          
                          
                       
 ‚Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, 
karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah 
mencari-cari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu 
sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan 
daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu 
merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. 





Kegiatan membuat berita palsu, kemudian disebarkan ke 
tengah-tengah masyarakat termasuk dosa besar. Seharusnya para 
wartawan ini membuat berita dengan benar dan sesuai fakta yang 
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ada. Supaya tidak menimbulkan prasangka buruk bagi masyarakat. 
Ini Sama halnya menebarkan fitnah. 
Kegiatan menyebarkan berita yang tidak benar ini, dalam 
islam termasuk dalam kategori fitnah. 
Allah berfirman: 
                                
         
"Sesungguhnya orangt-orang yang mendatangkan cobaan 
kepada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun 
perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat maka bagi 
mereka azab jahanam, dan bagi mereka azab (neraka) yang 
membakar". (QS. Al-Buruj, 10) 
 
Akibat dari fitnah ini, sudah nyata menimbulkan bencana 
dunia, baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Sedangkan 
bencana akhirat hanyalah ditanggung oleh pelakunya. Yaitu dibakar 
didalam api neraka jahanam. 
Lebih bahaya lagi jika fitnah itu bersumber dari seorang 
wartawan atau jurnalistik yang menyampaikan beritanya lewat 
media elektronik maupun media cetak, yang dengan kecerobohan 
dan kekurangannya, seorang wartawan atau jurnalistik tidak jarang 
menyampaikan suatu berita yang tidak sesuai dengan fakta yang 
ada. Demikian itu mereka lakukan hanya untuk mencari 
popularitas, menebar kebencian atau hanya untuk supaya beritanya 
banyak dibaca oleh masyarakat, sehingga tidak sedikit sebagian 
dari masyarakat yang percaya dengan berita tersebut.  



































Ada juga yang menyampaikan berita dengan benar tetapi 
tidak hati-hati, atau tidak menjaga kode etik jurnalistik dan 
undang-undang pers. Ada juga wartawan yang menuliskan berita 
hanya untuk mencari sensasi, dengan cara melebih-lebihkan berita 




Setiap mukmin wajib menghindari fitnah sekecil apapun, 
karena dia akan menimbulkan bencana besar. Adapun diantara cara 
menghindari penyakit ini adalah sebagai berikut: 
41
 
1. Menjauhi seluruh penyebabnya, seperti mengikuti hawa nafsu, 
persaingan duniawi yang tidak bersih sehingga menyulut rasa 
hasud dan dendam. 
2. Menekan segala penyakit ini seminimal mungkin, melalui pola 
hidup hati-hati (wara‘) dalam berbicara, bertindak, bahkan 
dalam menerima kebenaran suatu informasi yang datang dari 
seseorang yang terkadang bermaksud "membangunkan" fitnah 
yang sebelumnya "tertidur". Rosulullah Saw bersabda yang 
artinya: 
"Fitnah itu (sebenarnya) tertidur (tidak pernah nampak). Karena 
itu, Allah pasti melaknat orang yang membangunkannya" 
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Selain fitnah, kegiatan menyebar berita yang tidak diketahui 
kebenarannya ini, juga masuk dalam kategori berbohong (dusta) 
dan ghi>bah. 
2. Pengertian Dusta (berbohong) 
Terdapat dua unsur kata dalam definisi tersebut, yaitu 
"menyampaikan" dan "tidak sesuai". Artinya, jika seseorang 
menyampaikan suatu hal dengan isyarat-lisan ataupun tulisan tetapi 
terdapat unsur ketidak sesuaian dengan yang sebenarnya, berarti itu 
suatu kebohongan. Jika ada ketidaksesuaian-baik sedikit maupun 
banyak, besar ataupun kecil, ringan ataupun berat, berarti sudah 
terjadi kebohongan. Tentang kebohongan ini, sebaiknya kita 
mendefinisikannya sebagai suatu kebobrokan moral. 
42
 
 Penyakit dan bahaya lisan yang lebih bahaya dari pada 
berbohong dan fitnah adalah nami>mah. Nami>mah adalah ucapan 
fitnah, yang lahir dari sosok kepribadian buruk (khabi>thah), 
disebarkan ditengah-tengah masyarakat untuk mengeruhkan 
suasana tenang dan damai, membuat situasi yang penuh konflik 
antar individu atau antar kelompok di masyarakat. Dalam 
mendifinisikan nami>mah, Syekh Zainudin menyebutkan bahwa 
hakikat nami>mah adalah: 
"Membukakan sesuatu yang sangat tidak diharapkan 
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Ketika kita sudah terjerembab didalam lingkup namimah 
(mengadu domba dan memfitnah), maka pada waktu itu, lisan anda 
sudah berbuat pekerjaan dosa yang sangat dibenci Allah dan Rasul-
Nya. Allah Swt berfirman:  
               





E. Penyelesaian Kasus delik Pers Menggunakan KUHP Dan Delik Pers.  
Dalam penyelesaian kasus tindak pidana pers, terdapat dua 
undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pers, yaitu 
undang-undang yang umum (KUHP) dengan undang-undang khusus.  
1. Menurut KUHP 
Dalam KUHP tidak ada delik khusus mengenai Pers, untuk 
adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk jenis-jenis 
penyalahgunaan fungsi pers, maka dalam kaitannya dengan delik  
pidana yang diatur dalam KUHP akan dicari hubungan yang sesuai 
dengan delik ini,khususnya pasal -pasal mengenai komunikasi, 
penyebaran informasi dan media massa, yang terdiri dari jenis-
jenis: 
a. Delik Penyebar Kebencian 
Pasal-pasal yang mengatur delik ini diatur dalam Pasal 
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154-157. Pasal 154 sampai 157 adalah yang biasa disebut 
delik-delik penyebar kebencian yang maksudnya untuk 
menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dikalangan 
penduduk jangan sampai kena rupa-rupa hasutan yang 
mengacau dan memecah belah dengan jalan berpidato, tulisan, 
gambar, dan lain sebagainya di depan umum atau di surat 
kabar. Pasal 154 memutuskan delik pers (pers-delict) 
sedangkan Pasal 155 delik penyebaran (verspeidings-delict)45 
Delik-delik penyebar kebencian ini didalam KUHP 
dibedakan atas: 
1) Penghinaan Terhadap Pemerintah 
Penyebar kebencian atau penghinaan ini diatur di 
dalam Pasal 154 KUHP dan 155 KUHP. Penyebaran dan 
penghinaan terhadap pemerintah, yang dilakukannya 
dimuka umum, baik secara lisan maupun tulisan. Kalau 
dinyatakan secara lisan sudah tentu tidak akan memenuhi 
kriteria sebagai delik pers, demikian halnya jika hanya 
dilakukan tulisan tangan.  Pasal 154 dan 155 KUHP ini 
diambil oleh pemerintah belanda dari pasal 124a British 
Indian Penal Code yang dengan Staatsblad 1914-205 dan 
206 muncul dalam WvS, yang menurut Kepala 
Departement Yuridis Hindia Belanda perlu dimasukkan 
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kedalam 4 (empat) Pasal 154 WvS. 
2) Penghinaan terhadap Golongan. 
Penghinaan terhadap golongan ini diatur dalam 
KUHP Pasal 156 dan 157. Yang dijadikan objek 
penghinaan atau penyebar kebencian dalam Pasal 156 dan 
157 ini adalah golongan Rakyat. Golongan yang dimaksud 
dalam pasal tersebut adalah tiap bagian dari penduduk 
Indonesia yang berbeda disebabkan dengan adanya 
perbedaan suku bangsa, keturunan, agama, kebangsaan 
tempat asal dan lain-lainnya (Pasal 156 ayat (2) KUHP). 
Berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP yang diancam 
pidana oleh pasal ini adalah orang yang menyatakan 
perasaan permusuhan atau penghinaan, tetapi menurut 
ketentuan Pasal 157 KUHP yang diancam adalah orang 
yang menyiarkan surat atau gambar yang isinya 
menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau 
penghinaan tersebut, tidak dipersoalkan siapapun yang 
membuat atau mencetak surat atau gambar itu. 
3) Penodaan Terhadap Agama. 
Penghinaan terhadap agama ini diatur dalam Pasal 
156 KUHP. Pasal ini mengancam orang dengan sengaja 
mengeluarkan pernyataan sehingga mengakibatkan 
permusuhan dalam agama atau penyimpangan dari ajaran 



































pokok agama, bahkan  dengan maksud supaya orang tidak 
menganut suatu ajaran agamapun. Dalam pasal ini 
menuntut adanya faktor kesengajaan dan menitik beratkan 
kepada perlindungan kepada agama dan kalau kita 
hubungkan dengan Undang-undang Dasar 1945, pasal ini 
sangat sesuai dengan ketentuan dari Pasal 29 Undang-
undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara 
Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadat 
menurut agamanya masing-masing. Dilihat dari sejarahnya 
pasal ini adalah merupakan pasal sisipan, yang pada 
mulanya merupakan ketentuan dari pasal 1 Penetapan 
Presiden Nomor: 1 tahun 1965. Yang oleh pemerintah 
berdasarkan atas ketentuan Pasal 4 dari penetapan 
preseden tersebut disisipkan menjadi pasal 156a KUHP.
46
 
b. Delik Penghinaan  
Menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik 
seseorang. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai 
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Menghina merupakan kumpulan berbagai jenis kejahatan 
terhadap kehormatan orang, yaitu menista secara lisan, menista 
dengan tulisan, memfitnah, mengadu secara memfitnah, menuduh 
secara memfitnah, yang diatur dalam Pasal 310 sampai Pasal 321.  
Didalam delik penghinaan ini dibagi atas beberapa kategori yaitu: 
1) Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden. 
Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden diatur 
dalam pasal 137 KUHP. Dalam pasal ini adanya unsur publikasi 
dan adanya unsure pernyataan perasaan/niat untuk melakukan 
penghinaan telah dipenuhi adanya unsur delik pers. Tetapi yang 
harus mendapat perhatian dalam ketentuan pasal ini adalah 
tulisan atau gambar yang diperbanyak dengan cetakan. 
Misalnya dalam bentuk selembaran, surat kabar maupun buku-
buku.  
2) Penghinaan Terhadap Raja atau Kepala Negara dari Negara 
Sahabat. 
Pasal mengenai penginaan terhada Raja dan kepala Negara 
diatur dalam KUHP Pasal 144. Penghinaan ini buakn termasuk 
delik aduan sehingga menuntutnya tidak memerlukan adanya 
pengaduan dari pihak korban penghinaan tersebut. Dan bukan 
merupakan penghinaan terhadap perseorangan (pribadi). 
 
 



































3) Penghinaan Terhadap Aparat Pemerintah. 
Penghinaan terhadap aparat pemerintah diatur dalam 
Pasal 207 dan 208 KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal ini jelas 
terlihat bahwa pasal ini merupakan delik penyebaran/penyiaran 
dari Pasal 207 KUHP, yang diancam pidana adalah orang yang 
melakukan penyiaran atau mempertontonkan gambar atau 
tulisan yang isinya penghinaan, tidak dipermasalahkan siapa 
pembuatnya. 
c. Delik kesusilaan/pornografi. 
Delik ini diatur dalam Pasal 282 KUHP. Menurut Organisasi 
Pengarang Indonesia merumuskan bahwa: "Suatu tulisan atau 
gambar dapat melanggar kesusilaan, jika tulisan/gambar itu tidak 
sedikitpun mengandung nilai, melainkan hanya mengandung 
keinginan/semangat untk dengan sengaja membangkitkan nafsu 
birahi belaka, sehingga menurut norma-norma (agama,  ketuhanan, 
keilmuan dan sebagainya) yang berlaku pada suatu zaman dan 
dalam suatu masyarakat, menimbulkan pikiran-pikiran yang 
menyeret orang yang membaca/mendengarkan/melihatnya pada 
pelanggaran susila). 
d. Delik penyebaran Kabar Bohong. 
Delik kabar bohong diatur Pasal 307 dan 308 yaitu pidana 
penyiaran berita yang tidak pas, tidak lengkap dan berlebihan. 
KUHP membuat secara khusus tentang tindak pidana berupa 



































menyiarkan berita bohong, dan berita yang tidak akurat. 
Masyarakat yang tidak suka dengan pers atau pemberitaan 
mengenai dirinya bisa menyeret pers ke pengadilan dengan tuduhan 
menyiarkan kabar atau berita bohong.  
2. Menurut Undang-Undang Pers 
Dewan Pers sebagai badan independen yang dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 1999 Tentang Pers 
telah berumur 13 Tahun. Selama 13 tahun itu, Dewan Pers terus 
berupaya menjalankan fungsi-fungsi publik yang diamanahkan 
Undang-Undang Pers. Fungsi-fungsi tersebut menempatkan Dewan 
Pers sebagai penjaga kemerdekaan atau kebebasan pers, sebagai 
penegak etika pers, sebagai mediator penyelesaian permasalahan 




Pers sebagai pekerjaan jurnalistik merupakan proses 
komunikasi rohaniah, suatu kegiatan yang menimbulkan dan 




Para peneliti tengah mempersoalkan tanggung jawab pidana 
dari pers, sebagai delik pers, sebagai aspek hukum pidana 
berdasarkan atas ketentuan KUHP yang kemudian mengalami 
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perubahan dalam soal tanggung jawab pidana yang digariskan baru 
oleh undang-undang pokok pers tersebut. Pula dalam aspek hukum 
acara pidananya kita mengalami pembaharuan kedua dalam 
undang-undang pokok pers tersebut dengan mengadakan suatu 
introduksi mengenai "Hak Tolak" (kemudian disertai dengan Hak 
Jawab), yang disumberkan pada Pasal 170 dan 120 KUHP.
50
 
Tindak pidana delik pers selain diatur dalam KUHP, juga 
diatur dalam perundang-undangan delik pers lain :  
a. TAP MPR Nomor: 4 Tahun 1963 yang berbunyi: 
"Barang siapa menyimpan, menyebarkan, menempelkan, 
memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang 
terlaranag, setelah diumumkan larangan itu dihukum dengan 
hukuman kurungan satu tahun atau denda setinggi-tingginya 




b. Pasal 51 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan  Informasi yang berbunyi: 
"Setiap orang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik 
secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) Tahun / dan atau pidana  denda paling banyak  




Dari ketentuan pasal tersebut diatas yang diancam pidana 
adalah orang yang menyimpan, memiliki, menyebarkan atau 
mencetak yang terlarang, baik berasal dari luar atau dalam 
negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan barang cetakan dalam 
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pasal tersebut adalah buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, 
penerbitan berkala, pamflet yang dimaksud disebarkan atau 
yang dipertunjukan kepada khalayak ramai dan barang-barang 
lainnya yang dapat dipersamakan dengan barang-barang 
cetakan (Pasal 2 ayat (3) Penetapan Presiden Nomor: 4 Tahun 
1963). Jadi sudah termasuk pers. Adapun maksud dari Pasal 
tersebut adalah untuk menghindari adanya pencetakan kembali, 
penyimpanan, penyebaran kembali dan lain-lainnya barang 
cetakan yang dilarang beredarnya dalam masyarakat oleh 
pemerintah karena dipandang dapat mengganggu ketertiban 
masyarakat. 
c. Pasal 19 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 1982 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1986 
tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1967 yang 
berbunyi sebagai berikut: 
"Barang siapa dengan sengaja secara melawan hukum 
menggunakan penerbitan pers untuk kepentingan pribadi atau 
golongan, dan mengakibatkan penyelewengan atau hambatan 
terhadap tugas, fungsi, hak dan kewajiban pers seperti 
dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 undang-Undang Nomor 11 
Tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 tahun 1967 dan Undang-undang perubahan kedua 
Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, 
dipidana dengan pidana 4 (empat) tahun dan atau dendan 
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Dalam ayat (1) dari pasal tersebut diatas 
memperlihatkan adanya unsur kesengajaan oleh pelaku 
kejahatan, dimana sipelaku secara sengaja dan melawan 
hukum mempergunakan penerbitan untuk kepentingan pribadi 
atau golongan yang berakibat penyelewengan atau 
menghambat terlaksananya tugas, fungsi, hak dan kewajiban 
pers sebagai salah satu sarana perjuangan Nasional dalam 
mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu 
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan 
Undang-Undang dasar 1945. 
 
F. Pertanggung Jawaban Dalam Delik Pers 
Dalam Undang-Undang Pokok Pers diterangkan mengenai siapa 
yang paling bertanggung jawab dalam delik pers ini. Dalam Pasal 15 
ditentukan bahwa pemimpin umumlah yang bertanggung jawab atas 
keseluruhan penerbitan baik kedalam maupun keluar.  Pemimpin 
redaksi bertanggung jawab atas pelaksanaan redaksional dan wajib  
melayani hak jawab dan hak koreksi.
54
 
Suatu pemberitaan di publikasikan melalui proses penulisan 
edit, percetakan, koreksi sampai dengan diedarkannya berita tersebut. 
Dalam proses tersebut terlihat beberapa orang secara langsung 
berkecimpung didalamnya antara lain : 
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1. Penulis (Pengarang), penggambar (Pelukis atau Pemotret) 
Jika terjadi delik pers, maka penulis, pengarang, 
penggambar atau pemotret, mereka dapat dikenai Pasal 55 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana. Kecuali mereka dapat 
membuktikannya, bahwa hasil tulisannya atau karangannya yang 
dijadikan sebuah berita tersebut dibuat dalam keadaan terpaksa 
atau paksaan dari pihak lain seperti termuat dalam Pasal 48 
KUHP atau terdapat pengecualian seperti termuat dalam Pasal 44 
KUHP. 
2. Penerbit 
Pertanggung jawabannya diatur dalam Pasal 61 KUHP.  
Kedudukannya baik sebagai pembantu atau peserta. Jika sebagai 
peserta ancaman hukumannya sama dengan pelaku sedangkan 
kalau sebagai pembantu ancaman hukumannya dikurangi 
sepertiga dari ancaman yang dijatuhkan kepada pelaku. Dalam 
persoalan tersebut penulis menyetujui pendapat yang 
dikemukakan oleh R.Margono yang condong memasukkan 
penerbit sebagai peserta pelaku (mededader) karena delik pers 
hanya dapat terjadi setelah adanya  kerja sama antara penerbit 








































Pertanggung jawaban pencetak diatur dalam pasal 484 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang isinya: 
"Barang siapa mencetak suatu tulisan atau gambar, yang 
dapat dihukum karena sifatnya, dihukum penjara selama-
lamanya satu tahun empat bulan atau kurungan selama-
lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 
4500,- jika : 
 
a. Orang yang menyuruh mencetak ntulisan atau gambar itu, 
tidak dikenal atau tidak diberitahukan pada permintaan yang 
pertama kali setelah ada perintah perkara itu untuk 
dikemukakan kepada hakim. 
b. Orang yang mencetak itu sudah mengetahui atau dapat 
menduga bahwa orang yang menyuruh mencetak itu dapat 
dituntut atau tinggal diluar Negara Indonesia pada ketika 
tulisan atau gambar itu diterbitkan.
55
 
4. Pengedar  
Mengenai pengedar pers seperti di took-toko, agen-agen 
dan lainnya sebagaimana dapat dituntut berdasarkan delik 
penyebaran seperti termuat dalam Pasal 155, 157, 208, 137 di 
Kitab undang-Undang Hukum Puidana atau pasal-pasal lainnya. 
Penyelenggara pers merupakan pekerjaan kolektif, tetapi 
tetap terdapat jenjang-jenjang jabatan yang semakin keatas 
semakin mempunyai wewenang lebih tinggi. Karena itu semua 
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pihak yang terlibat harus  bertanggung jawab, namun sejauh 




Pemimpin redaksi yang mempunyai wewenang paling 
besar dalam menentukan dan mengendalikan kebijaksanaan pers 
yang bersangkutan, maka ia memikul tanggung jawab yang 
paling besar. Pemimpin redaksilah yang sepatutnya dianggap 
sebagai pelaku utama. Dia menentukan arah kebijaksanaan 
penerbitan dan orang terakhir yang memutuskan suatu tulisan 
layak atau tidak dimuat. 
Selanjutnya redaktur pelaksana menempatkan urutan 
kedua sebab dialah yang menjadi pelaksana operasional harian. 
Redaktur pelaksana secara langsung mengaturr roda perjalanan 
redaksi penerbitan yang bersangkutan. 
Dibawah redaktur pelaksana terdapat redaktur/editor 
bidang dari tulisan yang dituduh sebagai perbuatan pidana. 
Redaktur/editor adalah penjaga gawang terakhir sebuah naskah 
sebelum diberikan kepada redaktur pelaksana baru setelah itu 
para wartawan yang terlibat secara langsung dengan berita itu. 
Menurut sistem penyertaan seperti yang dianut oeh 
KUHP, seandainya media yang bersangkutan menurunkan 
berita yang digolongkan sebagai tindak pidana maka 
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pertanggungjawabannya dilakukan menurut jenjang jabatan 
tersebut.  
Menurut sistem pertanggung jawaban penyertaan, 
penerbit dan pencetak sebenarnya ikut terlibat dalam tindak 
pidana jika pers yang dicetak dan diterbitkannya itu menyiarkan 
tulisan yang merupakantindak pidana. Sebab mereka 
mengadakan kerja sama dengan pers  yang bersangkutan, baik 
dalam bentuk member bantuan ataupun turut serta, sampai 
media itu sampai ditangan pembaca. Tetapi dengan adanya 
Pasal 61 dan 62 KUHP, yang merupakan penyimpangan dari 
teori penyertaan, maka penerbit dan pencetak tidak dapat 
dihukum, walaupun media mereka yang mencetak dan terbitkan 
melakukan tindak pidana. 
Berbeda dengan sistem yang digunakan KUHP dalam 
Undang-Undang Pokok Pers yang dipakai adalah teori 
pertanggungjawaban water fall atau air mancur. Hal ini diaturn 
dalam pasal 15 Undang-Undang Pokok pers Nomor: 11 Tahun 
1966. Yang telah diubah dan ditambah melalui Undang-
Undangt Pokok Pers Nomor: 21 Tahun 1982. 
57
 
Sistem air terjun yang digunakan  dalam Undang-Undang 
Pokok Pers maksudnya adalah bahwa orang yang mempunyai 
tanggung jawab pidana atas suatu tulisan dapat melimpahkan 
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tanggung jawabannya kepada bawahannya. Demikian 
seterusnya hingga bagian rendah. Cara pelimpahan yang turun 
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DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 
PENJATUHAN HUKUMAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 
208/Pid.B/2015/PN.Mtw  TERHADAP WARTAWAN YANG 
MELANGGAR DELIK PERS DAN  KUHP  
 
A. Deskripsi Kasus 
Sebelum masuk kedalam diskripsi kasus, disini akan dijelaskan 
biodata Terdakwa. Terdakwa bernama Kinkin Mutaqin bin Ahmad 
Sanusi. Tempat tanggal lahir Cianjur, 19 Pebruari 1961. Tempat 
tinggal Jl. Merdeka, No.37. RT.003, RW.001, Kel. Beriwit, Kec. 
Murung. Kab. Murung Raya. Agama islam. Pekerjaan Swasta 
(Pemimpin) Redaksi Murung Raya. 
Kasus berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat 
ditentukan lagi pada antara bulan Pebruari hingga Maret 2015 atau 
setidak tidaknya pada suatu waktu jam yang masih termasuk dalam 
tahun 2015 bertepat di Kabupaten Murung Raya. Berawal ketika saksi 
korban yang berinisial FS yang merupakan Kepala Kejaksaan Negeri 
Puruk Cahu menghadiri undangan Konferensi IV PWI Kab. Murung 
Raya di aula Bappeda Kab. Murung Raya pada hari Kamis tanggal 26 
Pebruari 2015 sekitar jam 10.30 WIB yang saat itu terdakwa juga 
hadir selaku pimpinan redaksi ‚Muara Post‛. Selanjutnya saksi korban 
FS dating dan bertemu dengan terdakwa saat acara berlangsung. 
Terdakwa henda meminta penjelasan kepada terdakwa mengenai 



































pemberitaan di Koran harian ‚Muara Post‛ edisi Pebruari 2015 dengan 
tulisan ‚Entah kurang kerjaan atau sedang mengkondisikan kasus 
yang berlarut-larut dijadikan ATM berjalan, kejari jadi rajin ngantor 
dan kasak kusuk ke kantor pemkab Mura‛,‛Tidak adapun satu kasus 
Tipikor yang mengangkut pejabat dimura dimajukan kemeja hijau, 
sepertinya telah mengendap didalam kantong pribadinya‛,‛Maka 
dipeti es kan dengan alas an tidak masuk akal, diduga keras telah 
didelapan enamkan, mohon perhatian pihak kejagung agar menindak 
keras kejari yang nakal dan suka menumpuk kekayaan pribadi dengan 
kedok keadilan dia jual dengan harga yang murah. Ini sangat 
memalukan dan merusak citra Kejaksaan‛ namun tidak ada penjelasan 
yang memuaskan dari terdakwa. Selanjutnya setelah itu Terdakwa 
menerbitkan berita tulisan di ‚Mura Post‛ edisi Pebruari-Maret 2015 
dengan tulisan ‚oknum Kejari serang wartawan‛’,‛oknum kejari hasut 
bupati‛,‛Oknum kejari mencak-mencak dan petantang petenteng 
seperti banteng seteheng‛. 
Ketika dikonfirmasi dengan Kabid pembinaan orsospol dan 
ormas, suriadana sangat menyesalkan tindakan oknum kejari yang 
juga sebagai anggota kominda, seharusnya sebagai orang kominda 
harus sabar dan bias menahan diri. Setelah peristiwa tersebut, saksi 
korban FS merasa sangat dirugikan dengan pemberitaan tersebut. 
Kemudian saksi korban melaporkan tersangka ke pihak berwajib.  



































Dalam pelaporannya, saksi korban dating ke kantor kepolisian 
dengan membawa alat-alat bukti berupa: 
1. 1 (satu) exemplar Koran Mura Post edisi pebruari-Maret 2015. 
2. 1 (satu) exemplar Koran Mura Post edisi Pebruari 2015. 
3. 2 (dua) lembar kliping Koran Mura Post edisi Juni-Juli 2013.59  
Dalam pelaporannya tersangka dilaporkan atas tuduhan 
penyebaran berita bohong dan dikenai Pasal 317 ayat (1) KUHP yang 
isinya sebagai berikut:  
‚Barang siapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh 
menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu 
kepada penguasa Negeri tentang seseorang sehingga 
kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung maka,  
dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan penjara 
selama-lamanya empat tahun‛.60 
    
B. Landasan hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam 
menyelesaikan kasus  tindak pidana delik pers yang dilakukan oleh 
wartawan dalam Putusan Nomor: 208/Pid.B/2015/PN.Mtw. 
 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka landasan hukum yang 
di pakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam 
menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut: terdakwa 
Kinkin Mutaqin bin Ahmad Sanusi telah melakukan tindak pidana 
penghinaan yang telah memenuhi unsur: 
1. Unsur‚Barang Siapa‛ 
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 Putusan Nomor: 208/Pid.B/2015/PN.Mtw, 3. 
60 Pasal 317 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 



































Yang dimaksud barang siapa yaitu, siapa saja yang menjadi 
subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas suatu 
peristiwa pidana. 
Di dalalm persidangan, Majelis Hakim mengidentifikasi 
nama terdakwa, ternyata terdakwa adalah orang yang disebut oleh 
jaksa penuntut umum. Dalam surat dakwaannya tersebut sesuai 
dengan keterangan terdakwa yang didakwakan oleh jaksa penuntut 
umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu 
Terdakwa Kinkin Mutaqin Bin Ahmad Sanusi. 
2. Unsur ‚Dengan Sengaja‛ 
Pertimbangan di atas jelas bahwa terdakwa telah menulis di 
Koran Mura Post yang telah terbit lebih dari 1 (satu) kali sehingga 
sudah menunjukan bahwa terdakwa telah menghendaki tulisan 
tersebut dan mengerti akan tulisan tersebut.  
3. Unsur‚Mengajukan Pengaduan atau Pemberitaan Palsu Kepada 
Penguasa‛ 
Dalam menerbitkan berita Koran Mura post hanya berdasar 
anggapan terdakwa sendiri saja. Tulisan itu merupakan fakta 
dilapangan tanpa ada melakukan konfirmasi dari saksi korban FS, 
sehingga pemberitaan koran Mura Post edisi Pebruari-Maret 2015 
tersebut tidak berdasar karena tidak memiliki ijin edar dan tidak 
memiliki persetujuan kejari untuk melakukan publikasian. 



































Sehingga berita tersebut dianggap palsu karena tidak sesuai fakta 
yang sebenarnya. 
4. Unsur ‚Baik tertulis maupun untuk dituliskan‛ 
Dalam persidangan terungkap bahwa informasi atau 
pemberitaan tersebut dalam bentuk tertulis yaitu sebagai mana 
dalam koran Mura Post edisi Juni-Juli 2013 dan edisi Pebruari-
Maret 2015. Karena tertulis merupakan salah satu dari unsur ini 
sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh 
perbuatan Terdakwa. 
5. Unsur ‚Tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama 
baiknya terserang‛. 
Unsur ini bersifat alternatif, terungkap dalam persidangan 
bahwa informasi atau pemberitaan terdakwa diberitahukan dalam 
bentuk tertulis yaitu sebagaimana dalam koran Mura post edisi 
Pebruari-Maret 2015. Berdasarkan persidangan, terlihat saksi 
korban FS telah merasa terserang nama baiknya akibat dari 
tulisan-tulisan tersebut, sehingga Majelis Hakim unsur ini telah 
terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. 
Di dalalm persidangan terdakwa telah terbukti secara sah 
melakukan tindak pidana ‚Mengadu Secara Menfitnah‛ Pasal 317 (1) 
KUHP yang mana terdakwa dijatuhi hukuman selama 2 (dua) Tahun 
penjara, dan menyita barang bukti berupa: 
1. 1 (satu) exemplar Koran Mura Post edisi pebruari-Maret 2015. 



































2. 1 (satu) exemplar Koran Mura Post edisi Pebruari 2015. 
3. 2 (dua) lembar kliping Koran Mura Post edisi Juni-Juli 2013 
Alasan hakim menjatuhi hukuman 2 (dua) tahun penjara karena 
berdasarkan pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan 
dan meringankan terdakwa: 
1. Keadaan yang memberatkan: 
a. Perbuatan terdakwa membuat malu saksi korban. 
b. Perbuatan terdakwa membuat nama baik saksi korban tercemar. 
c. Perbuatan terdakwa menganggu secara fisik maupun psikis saksi 
korban baik secara pribadi maupun dalam menjalankan tugas-
tugasnya. 
d. Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara penghinaan. 
2. Keadaan yang meringankan: 
a. Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar 
jalannya persidangan. 
b. Terdakwa bersikap sopan. 
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ANALISIS TERHADAP SANKSI PIDANA PENGHINAAN OLEH 
WARTAWAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM 
  
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Delik Pers Dalam Putusan Nomor: 
208/Pid.B/2015/PN/Mtw.  
 
Dalam teknis penulisan berita di media massa, ada perusahaan 
pers yang mencantumkan langsung nama wartawan yang menulis 
berita dan ada pula yang sekedar membuatkan inisial sebagaimana 
contoh putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Muara Teweh, bahwa bagi pelaku yang telah melakukan tindak 
pidana mengadu secara memfitnah dan menyiarkan berita bohong 
pada kasus  Freddy D. Simanjuntak telah dijatuhi hukuman dengan 
dua tahun penjara. Dalam kasus ini hakim seharusnya mendahulukan 
Undang-Undang yang khusus dahulu. Namun disini hakim 
menggunakan KUHP dengan alasan bahwa dalam Undang-Undang 
yang mengatur tentang Pers yaitu Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 
1999 tidak diatur mengenai tindak pidana terhadap wartawan. Namun 
sebelum hakim mengambil putusan tersebut seharusnya hakim juga 
harus melihat Undang-Undang yang lain dahulu, yaitu Undang-
Undang Nomor: 14 Tahun 2008. Di dalam Undang-Undang tersebut 
dijelaskan bahwa dalam ketentuan pidana pasal 51 dijelaskan : 



































"Setiap orang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik 
secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) Tahun / dan atau pidana  denda paling banyak  Rp. 




Selain itu dalam persidangan, jaksa menghadirkan saksi ahli 
untuk melakukan kesaksian terhadap korban. Dalam Pasal 4 bagian 
kedua Nota Kesepahaman Dewan Pers Kejaksaan RI Nomor: 
01/DPMoU/II/2013 tentang Koordinasi Dalam penegakan Hukum, 
Perlindungan Kemerdekaan Pers Dan Peningkatan Kesadaran Hukum 
Masyarakat, dijelaskan bahwa : 
"Pemberian Keterangan Ahli Oleh Dewan Pers:Pihak pertama 
akan membantu memberikan dan atau menghadirkan Ahli 
kepada Pihak Kedua sebagai  pelaksanaan koordinasi di bidang 
penegakan hukum dan kemerdekaan pers baik dalam bentuk 




Selain itu di dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman tersebut juga 
dijelaskan bahwa: 
"Para pihak sepakat apabila ada dugaan terjadi pelanggaran 
hukum yang berkaitan dengan pemberitaan pers 
penyelesaiannya mendahulukan Undang-Undang Nomor: 40 
Tahun 1999 Pers sebelum menerapkan perundang-Undangan 
lain" 
 
Dalam memutuskan hukuman, hakim mempunyai pertimbangan-
pertimbangan sendiri. Akan tetapi hakim tidak boleh memutuskan 
hukuman bagi pelaku berdasarkan ijtihadnya sendiri, melainkan hakim 
sudah mempunyai landasan hukuman dalam penjatuhan hukuman 
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tersebut. Penjatuhan pidana hendaknya juga berorientasi kepada aspek 
dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri pelaku 
tindak pidana dan masyarakat.  
Dalam putusan ini hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kinkin Mutaqin dengan 
pidana penjara selama 2 (dua) tahun berlandaskan dalam rumusan 
Pasal 317 ayat (1) KUHP. Adapun unsur-unsur tindak pidana 
Mengadu secara memfitnah tersebut sebagai berikut : Unsur ‚Barang 
Siapa‛, Unsur ‛Dengan Sengaja‛, Unsur "Mengajukan Pengaduan atau 
Pemberitahuan Palsu Kepada Penguasa" , Unsur "Secara Tertulis 
Maupun Ditulis" dan "Tentang Seseorang  Sehingga Kehormatan atau 
Nama Baiknya Diserang". Bahwa pada unsur pasal ini bersifat 
alternatif sehingga  apabila salah satu dari sub unsur telah terbukti 
perbuatan terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Hakim dalam 
menjatuhkan hukuman dinilai lebih menitik beratkan pada KUHP, 
melihat dari hukuman yang dijatuhkan seharusnya hakim 
mendahulukan Undang-Undang yang khusus dari pada Undang-
Undang yang umum yaitu Undang-Undang Nomor: 20 tahun 1999 
tentang Pers dan Undang-Undang Nomor:  14 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi. Hakim dalam menjatuhkan hukuman 
sebaiknya harus mempertimbangkan dari segala aspek yang terkait, 
serta untuk lebih mengedepankan pada kemaslahatan. Sehingga pada 



































akhirnya putusan yang dikeluarkan oleh hakim benar-benar 
mencerminkan nilai keadilan 
Dalam penyelesaian konfilk delik pers, disini dijelaskan bahwa 
proses penyelesaianya diatur dalam KUHP dan juga Undang-Undang 
Pers yaitu : 
1. Dalam KUHP tidak ada delik khusus mengenai Pers, untuk 
adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk jenis-
jenis penyalahgunaan fungsi pers, maka dalam kaitannya dengan 
delik  pidana yang diatur dalam KUHP akan dicari hubungan 
yang sesuai dengan delik ini, khususnya pasal -pasal 
mengenai komunikasi, penyebaran informasi dan media massa, 
yang terdiri dari jenis-jenis: 
a. Delik Penyebar Kebencian 
b. Delik Penghinaan 
c. Delik Kesusilaan/pornografi 
d. Delik Penyebaran Kabar Bohong 
2. Berbeda dengan sistem yang digunakan KUHP dalam Undang-
Undang Pokok Pers yang dipakai adalah teori 
pertanggungjawaban water fall atau air mancur. Hal ini diaturn 
dalam Pasal 15 Undang-Undang Pokok pers Nomor: 11 Tahun 
1966. Yang telah diubah dan ditambah melalui Undang-Undang 
Pokok Pers Nomor: 21 Tahun 1982, teori pertanggungjawaban 
water fall maksudnya adalah bahwa orang yang mempunyai 



































tanggung jawab pidana atas suatu tulisan dapat melimpahkan 
tanggung jawabannya kepada bawahannya. Demikian seterusnya 
hingga bagian rendah. Cara pelimpahan yang turun terus kebawah 
ini, menyerupai air terjun. 
64
 
Selain Undang-Undang Pers, adapun Undang-Undang lain yang 
mengatur penyelesaian tindak pidana delik pers yaitu : 
a. TAP MPR Nomor 4 tahun 1963 yang berbunyi : 
"Barang siapa menyimpan, menyebarkan, menempelkan, 
memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang 
terlaranag, setelah diumumkan larangan itu dihukum dengan 
hukuman kurungan satu tahun atau denda setinggi-tingginya 
Rp.5000,- (lima ribu rupiah)" 
 
b. Pasal 51 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Publik yang berbunyi: 
"Setiap orang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik 
secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) Tahun / dan atau pidana  denda paling banyak  Rp. 




c. Pasal 19 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 1982 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1986 tentang 
ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1967 yang berbunyi sebagai 
berikut: 
"Barang siapa dengan sengaja secara melawan hukum 
menggunakan penerbitan pers untuk kepentingan pribadi atau 
golongan, dan mengakibatkan penyelewengan atau hambatan 
terhadap tugas, fungsi, hak dan kewajiban pers seperti dimaksud 
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65  Pasal 1 ayat 1  Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. 



































dalam pasal 2 dan pasal 3 undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 
1967 dan Undang-undang perubahan kedua Undang-Undang 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, dipidana dengan pidana 
4 (empat) tahun dan atau dendan sebanyak-banyaknya Rp. 
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)''. 
 
Sistem pertanggung jawaban menurut KUHP yaitu, penerbit 
dan pencetak sebenarnya ikut terlibat dalam tindak pidana jika pers 
yang dicetak dan diterbitkannya itu menyiarkan tulisan yang 
merupakan tindak pidana. Sebab mereka mengadakan kerja sama 
dengan pers  yang bersangkutan, baik dalam bentuk member 
bantuan ataupun turut serta, sampai media itu sampai ditangan 
pembaca. Tetapi dengan adanya Pasal 61 dan 62 KUHP, yang 
merupakan penyimpangan dari teori penyertaan, maka penerbit dan 
pencetak tidak dapat dihukum, walaupun media mereka yang 
mencetak dan terbitkan melakukan tindak pidana. 
Sedangkan dalam Undang-Undang Pokok Pers diterangkan 
mengenai siapa yang paling bertanggung jawab dalam delik pers ini. 
Dalam Pasal 15 ditentukan bahwa pemimpin umumlah yang 
bertanggung jawab atas keseluruhan penerbitan baik kedalam 
maupun keluar.  Pemimpin redaksi bertanggung jawab atas 




Penyelenggara pers merupakan pekerjaan kolektif, tetapi tetap 
terdapat jenjang-jenjang jabatan yang semakin keatas semakin 
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mempunyai wewenang lebih tinggi. Karena itu semua pihak yang 
terlibat harus  bertanggung jawab, namun sejauh mana tanggung 




Pemimpin redaksi yang mempunyai wewenang paling besar 
dalam menentukan dan mengendalikan kebijaksanaan pers yang 
bersangkutan, maka ia memikul tanggung jawab yang paling besar. 
Pemimpin redaksilah yang sepatutnya dianggap sebagai pelaku 
utama. Dia menentukan arah kebijaksanaan penerbitan dan orang 
terakhir yang memutuskan suatu tulisan layak atau tidak dimuat. 
Dalam Pasal 15 Undang-Undang Pokok Pers dijelaskan bahwa : 
1. Pemimpin Umum bertanggung jawab atas keseluruhan 
penerbitan baik kedalam maupun keluar. 
2. Pertanggung jawaban pemimpin umum terhadap hukum dapat 
dipindakan kepada pemimpin redaksi, mengenai penerbitan 
(redaksional) dan kepada pemimpin perusahaan mengenai soal-
soal perusahaan. 
3. Pemimpin redaksi bertanggung jawab atas pelaksanaan 
redaksional dan wajib melayani hak jawab dan hak koreksi. 
4. Pemimpin redaksi memindahkan pertanggung jawabannya 
terhadap hukum mengenai suatu tulisan kepada anggota redaksi 
lain atau kepada penulisnya yang bersangkutan. 
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5. Dalam pertanggungjawaban suatu tulisan terhadap hukum, 
pemimpin umum, pemimpin redaksi, anggota redaksi atau 




B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Delik Pers 
Yang dilakukan Oleh Wartawan Dalam Putusan Nomor: 
208/Pid.B/2015/PN.Mtw. 
  
Mengadu secara memfitnah dalam KUHP  masuk dalam Tindak 
Pidana Penghinaan,yang  merupakan pelanggaran yang menyangkut 
harkat dan martabat manusia, yang berupa fitnah atau tuduhan 
melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam menetapkan larangan ini 
hukum Islam berpedoman pada dua sumber pokok yang disepakati 
oleh para ulama yaitu al-Quran dan al-Hadis.  
Tindak pidana mengadu secara memfitnah dalam syariat Islam 
merupakan tindak pidana ringan yang di hukum dengan ta’zi>r karena 
tidak termasuk tindak pidana hadd maupun qişa>ş. Perbuatan 
memfitnah hanya menyinggung perasaan bukanlah melukai anggota 
badan, karena memfitnah hanyalah melukai perasaan dari hati yang 
dihina. Menurut hukum islam, perbuatan yang melanggar hukum 
disebut sebagai jari>mah ta'zi>r.  
Terdapat perbedaan antara hudud dan ta'zi>r sebagai berikut :  
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1. Hukuman hudu>d dibedakan secara sama untuk semua orang 
(pelaku) sedangkan hukuman ta'zi>r pelaksanaannya dapat berbeda 
antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada 
perbedaan kondisi masing-masing pelaku. 
2. Dalam jari>mah hudu>d tidak berlaku pembelaan (shafa'at) dan 
pengampunan apabila perkaranya sudah dibawa ke pengadilan. 
Sedangkan untuk jari>mah ta'zi>r kemungkinan untuk memberikan 
pengampunan terbuka lebar baik oleh individu maupun ulil amri. 
3. Orang yang mati karena dikenakan hukuman ta’zi>r berhak 
memperoleh ganti rugi, sedangkan untuk jari>mah hudu>d hal ini 
tidak berlaku. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Abu 
Hanifah kematian akibat hukuman ta'zi>r tidak mengakibatkan  
ganti rugi apapun, karena dalam ta'zi>r dan hadd itu sama. 69 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap tindak 
pidana mengadu secara memfitnah yang diberikan sesuai dengan 
hukum pidana Islam  yaitu dikenakan hukuman ta’zi>r berupa hukuman 
penjara. Yang batas tertinggi dan terendahnya diserahkan kepada ulil 
amri dalam menentukannya.  
Dalam Islam banyak kata dalam al-Qur’an dan al-Hadis yang 
mempunyai konotasi yang sama dengan istilah menghina, seperti kata 
fitnah, hasad, dan namimah yang semua kata lain mempunyai arti kata 
menghina, mencaci, menjelekkan nama orang lain dengan tanpa bukti. 
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Mengejek berarti menghina, melecehkan atau memandang rendah 
orang lain dan menunjukan keburukan dan kekurangan mereka. Ejekan 
dan hinaan dapat diungkapkan dengan perkataan dan perbuatan juga 
dengan isyarat dan sikap tubuh. Berita penghinaan sangat besar 
pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat mencemarkan 
nama baik seseorang, karirnya juga dapat menggoncangkan 
masyarakat.  
Sudah menjadi kesepakatan ulama, bahwa ghi>bah diharamkan. 
Menurut pendapat al-Qurtubhi bahwa ghi>bah termasuk dosa besar (al-
kabaair), mengingat dalam perbuatan itu diiringi ancaman yang sangat 
berat. 
Dalam Al-Qur'an dijeaskan dalam surat al-Hujurot:12 : 
                                 
                                 
            
 ‚Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, 
karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah 
mencari-cari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu 
sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan 
daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu 
merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 
Penyayang.‛70 
 
Selain itu, ada juga Hadist menurut HR. Muslim: 
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  IKAPI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015 ), 517. 
 



































"Dari Abi Hurairah, bahwasannya Nabi Saw. telah bersabda: 
‚Tahukan kalian apakah ghibah itu?‛ Mereka (para sahabat) 
berkata: ‚Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau 
bersabda: Ghibah itu ialah engkau menyebut-nyebut saudaramu 
dengan perkara yang tidak ia sukai‛. Ada seorang berkata: 
‚Bagaimana kalau pada saudaraku itu memang sebagaimana yang 
saya katakan?‛ Beliau bersabda pula: ‚Kalau padanya memang 
ada sebagaimana yang engkau katakan, sungguh engkaut telah 
mengumpat dia, dan kalau padanya tidak seperti engkau katakan, 
sungguh engkau telah berdusta atasnya‛. (HR. Muslim). 
 
Dengan demikian tindak pidana mengadu secara memfitnah masuk 
dalam jari>mah ta’zi>r, yang termasuk golongan ini adalah perbuatan-















































   PENUTUP  
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan di atas, maka beberapa kesimpulan 
berikut: 
1. Dalam putusan Nomor: 208/Pid.B/2015/PN.Mtw, hakim 
Pengadilan Negeri Muara Teweh menjatuhkan pidana penjara 
selama 2 (dua) tahun terhadap terdakwa Kinkin Mutaqin 
berdasarkan Pasal 317 ayat (1) KUHP kerena unsur-unsur tindak 
pidana mengadu secara memfitnah di dalamnya telah terpenuhi. 
Pasal ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari sub unsur 
telah terbukti, maka perbuatan terdakwa dapat dinyatakan 
bersalah.  
2. Pertimbangan hakim  dalam putusan Nomor: 
208/Pid.B/2015/PN.Mtw di atas telah  sesuai dengan hukum 
pidana Islam, karena termasuk ke dalam jarimah ta’zi>r yang 
hukumannya ditentukan oleh hakim. Dalam hal ini, yang dilukai 
adalah perasaan bukan anggota badan, sehingga tidak bisa dikenai 
hukuman hadd dan qişa>ş. 
 
  




































Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut saran yang dapat 
diberikan: 
1. Dibutuhkan pengaturan hukum yang tegas dan jelas mengenai 
delik pers sehingga tidak terjadi dualisme sistem 
pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pers. 
2. Diperlukan kehati-hatian dari pihak Redaksi untuk memilih 
berita yang naik cetak untuk menghindari terjadinya konflik 
hukum.  
3. Sebaiknya masyarakat lebih kritis lagi dalam menyikapi 
pemberitaan-pemberitaan yang muncul terkait konflik agar 
tidak terhasut oleh suatu pemberitaan. 
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